REPUBLIK iNDONESIA
PUTUSAN
Nomor Register Permohonan: 007/PS.REG/BAWASLU//2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa
Proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Menimbang : a. bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa

Proses Pemillhan Umum, permohonan dari:

1) Nama - Mayjen TNI (Purn) Dr. Ir. Subarno
Prawiro
No. KTP . 3175062304570005
Alamat/Tempat Tinggal : Concord 2000 Blok A1/1 RT 016/RW

008 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan

Cakung, Jakarta Timur

Tempat, Tanggal Lahir . Solo, 23-04-1957
Pekerjaan/Jabatan . Ketua Umum Partai Republik
2) Nama - Unggul Hermei Kurniawan
No. KTP : 3172062105670001
Alamat/Tempat Tinggal . Jalan Teguh | Nomor 138 RT 005/RW

001 Kelurahan Kelapa Gading Barat,

Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta

Utara
Tempat, Tanggal Lahir . Yogyakarta, 21-05-1967
Pekerjaan/Jabatan . Sekretaris Jenderal Partai Republik

dengan permohonan bertanggal 29 Desember 2017 dan dicatat dalam Buku
Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
Nomor 007/PS.REG/BAWASLU/I/2018, selanjutnya disebut sebagai ---------—

e ee PEMOHON




Terhadap

Nama . Arief Budiman
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selahjutnya

disebut TERMOHON
Membaca permohonan Pemochon

Mendengar keterangan Pemohon
Membaca jawaban Termohon
Mendengar Keterangan Termohon
Memeriksa bukti-bukti Pemchon dan Termohon
Membaca kesimpulian Pemohon dan Termohon
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah memeriksa
permohonan dengan hasi! sebagai berikut:
4. Permohonan Pemohon
a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum
1) Berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-

Undang Pemilu), yang berbunyi"Sengkefa proses Pemilu

meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan

sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu
sebagai akibat dikeluarkannya keputfusan KPU, keputusan

KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota".

2) Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu yang berbunyi:

Bawasiu Berwenang:

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan
dengan dugaan  adanya  pelanggaran  terhadap
pelaksanaan  perafuran  perundang-undangan  yang
mengatur mengenai pemilu;

b. memeriksa, mengkaji, dan memulus pelanggaran
administrasi Pemilu;

c. memeriksa, mengkajfi, dan memutus pelanggaran politik
uang;

d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi,
dan memutus penyslesaian sengkefa proses Pemilu;

e. Dan seterusnya...”.

3) Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik



4)

5)

6)

Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 BAB Vi tentang
Penyelesaian Sengketa Pasa!l 62 yang berbunyi: "Sengketa
proses pendaftaran, Penelifian Administrasi, Verifikasi Faktual
dan penetapan Partai Politk Peserta Pemilu merupakan
sengketa yang timbul antars Partai Politik calon Peserta
Pemilu dengan KPU yang ferjadi akibat diterbitkannya
Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peseria
Pemilu” dan Pasal 63 ayat (1) vang berbunyi."Penyelesaian
sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diselesaikan
melalui tipaya administrasi di Bawaslu’.

Berdasarkan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang
berbunyi:"Bawasliu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengkefa proses
Pemilu’.

Berdasarkan Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang
berbunyi: "Bawasiu, Bawasliu Provinsi, Bawasiu
Kabupaten/Kofta memeriksa dan memutus sengketa proses
Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya
permohonain’.

Bahwa atas dasar wewenang Bawaslu sebagaimana dimaksud
di atas, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memeriksa dan
memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan

Pemochon terhadap Termohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

)

2)

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa yang dimaksud
dengan Peserta pemilu adalahpartai politik untuk pemilu
anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD
kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggofa DPD,
dan pasangan calon yang diusultkan oleh partai politik atau
gabungan partai poliik untuk pemifu prisiden dan Woakil
Presiden.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.AH.11.01
TAHUN2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang Pengesahan

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga



Partai Republik (Bukti P-1), dan Nomor: M.HH-11.AH.11.01
TAHUN 2017 Tanggal 12 Juni 2017 tentang Pengesahan
Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Republik (Bukti P-2), bahwa Pemohon adalah Partai
Polittk vyang berbadan hukum vyang sah dan diakui
keberadaannya.

3) Bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan
Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-
Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU
Kabupaten/Kota.

4) Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang
Pemilu vang berbunyi:"Permohonan penyelesaian sengketa
proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh calon Peserfa Pemilu dan/atau Peserta
Pemilu’.

5) Bahwa Pemochon telah terdaftar sebagai Partai Politik calon
Peserta Pemilu setelah melalui tahapan dan telah
melaksanakan proses pendaftaran sebagaimana diatur dalam
pasal 176 Undang-Undang Pemilu dengan menyerahkan

dokumen-dokumen persyaratan secara lengkap sebagaimana

diatur dalam Pasal 177 Undang-Undang Pemilu. Hal ini dapat
dibuktikan dengan Berita Acara yang diterbitkan Termohon
Nomor: 79/PL.01.1-BA/O3/KPU/XI/2017 tanggal 30 November
2017 perihal Penpelitian Administrasi Dokumen Persyaratan
Partai Politik Calon Peserta Pemilu (BUKTE P-3).

8) Bahwa dengan demikian, kedudukan Pemchon dapat
dikategorikan sebagai calon Peserta Pemilu, dan oleh
karenanya Pemohon memilki kedudukan hukum (legal
standing) sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan

keberatan atas hasil Berita Acara yang dikeluarkan Termohon.

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemiiu Nomor 7 Tahun

2017 Pasal 467 ayat (4) yang berbunyi: "Permohonan



2)

3)

penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan paiing lama 3 (tiga) hari
kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan
KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang
menjadi sebab sengketa”.

Bahwa Termohon telah menerbitkan Berita Acara Hasil Akhir
Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik
Calen Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor. 92/PL.01.1-
BA/O3/KPU/X/2017 pada tanggal 22 Desember 2017 (BUKTI
P-4).

Bahwa Pemchon ftelah mengajukan dan mendaftarkan
permohcnan kepada Bawaslu pada hari Jumat tanggal 29
Desember 2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan
masih dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-

undangan, sehingga beralasan hukum untuk diterima.

d. Pokok Permohonan

1)

2)

Bahwa Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan
Pemohon terhadap Berita Acara Hasil Akhir Penelitian
Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta
Pemilu Tahun 2019, dengan Nomor:  92/PL.01.1-
BA/O3/KPUXI/2017 tanggal 22 Desember 2017 (BUKTI P-4),
vang diterbitkan oleh Termohon, yang menyatakan bahwa

Pemohon tidak bisa melanjutkan ke tahap verifikasi faktual.

Rahwa berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum nomor 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tertanggal 14
November 2017 yang mengadili:

a) Menyatakan Komisi Pemilhan umum melakukan
pelanggaran Administrasi tenfang tata cara dan prosedur

pendaftaran partai politk;

b) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum
memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran sesuai
ketentuan pasal 176 dan 177 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017

c) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum  unfuk



3)

4)

6)

7)

melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen

persyaratan pendafiran Parta Republik secara Fisik;

d) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum  untuk
menjalankan putusan ini paling lambat 3 (Tiga) hari kerja

sejak putusan ini dibacakan

Bahwa Termchon mengeluarkan Berita Acara Penelitian
Administrasi dokumen persyaratan partai Politik calon Peserta
Pemilu Nomor 79/PL.01.1- BA/O3/KPU/XI/2017 yang terdiri 24
persyaratan tertanggal 30 Nopember 2017 (BUKT! P-3);

Bahwa Termchon telah menyerahkan dokumen hasil penelitian
Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
tertanggal 1 Desember 2017 (BUKTI P-5)

Bahwa Termchon mengelurkan keputusan berupa Berita Acara
Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen persyaratan partai
politik calon peserta pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-
BA/Q3/KPU/XN/2017 tanggal 22 Desember 2017 vang
dikeluarkan oleh Termohon, yang menyatakan Pemchon tidak
dilanjut Verifikasi Fakiual (BUKTI P-4)

Bahwa keputusan Termohon bertentangan dengan fakia yang
telah Termohon verifikasi sendiri yang telah menyatakan
Pemochon felah memenuhi syarat Adminisirasi sebagaimana
tanda bukti penerimaan hasil perbaikan dokumen pendaftaran
Partai Politk Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang telah
diterima Pemochen berupa Formulir Mode! TT.HP-KPU PARPOL
tanggal 16 Desember 2017 yang menyatakan keseluruhan
persyaratan Dckumen Pemohon sudah dinyatakan memenuhi
syarat (BUKTI] P-8)

Bahwa tindakan Termohon yang menyatakan Pemohon tidak
dilanjut verifikasi Fakiual bertentangan dengan pasal 27 ayat
(8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2017
Tentang verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan "dalam hal Pariai
politik  telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU



menenima dokumen dan menyerahkan tanda terima perbaikan
dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir Medel
T HP.KPU-PARPOL”, faktanya Pemohon telah menerima
formulir TT.HP.KPU-PARPOL vyang menyatakan Dokumen

Pemohon sudah dinyatakan memenuhi syarat

8) Bahwa oleh karena keputusan Termohon berupa Berita Acara
Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen persyaratan partai
poltik calon peserta pemilu tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-
BA/O3/KPU/XIN2017 tanggal 22 Desember 2017 telah
bertentangan dengan pasal 27 ayat (6) Peraturan Komisi
Femilihan Umum Nomor 11 tahun 2017 Tentang pendafiaran,
verifikasi, dan penetapan Partai Politk Peserta Pemilihan
umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Daerah menyebutkan sepatutnya keputusan

Termohon dibatalkan dan atau tidak berkekuatan hukum

e, Bukti - Bukti Pemohon
Bahwa Pemchon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

P-1 . Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik indonesia Nomor: M.Hh-
04 .Ah.11.01 Tahun 2017 Tanggal 7 Februari 2017

Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar

Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Republik

P-2 - Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.Hh.11.Ah.11.01 Tahun 2017 Tanggal 12 Juni
2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Republik Periode 2016-2021

P-3 . Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen
Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu
Nomor : 79/P1.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 Tanggal 30
November 2017 (Model BA.ADM.KPU-Parpoi)

P-4 :  Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi
Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta
Pemilu Tahun 2019 Berita Acara Nomor: 92/P1.01.1-
BA/O3/KPU/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017



P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

Tanda Terima Dokumen Hasi! Penelitian
Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemily
Tahun 2019 Tangga! 1 Desember 2017

a. Mocdel BAADM.KPU-PARPOL

b. Lampiran 1 Model BA ADM.KPU-PARPOL

¢. Lampiran 2 Model BA. ADM.KPU.PARPCL

d. Lampiran 3 Mode! BA.ADM.KPU.PARPOL
Tanda Bukti Penerimaan Hasil Perbaikan Dokumen
Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu
Tahun 2019 Tanggal 16 Desember 2017 (Model
TT.HP.KPU-PARPOL)

Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan
Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor:
91/PL.01.1-BA/O3/KPU/XI/2017 Tanggal 22 |
Desember 2017 (Model BA.ADM HP KPU-PARPOL)
Daftar Susunan Pengurus Dan Alamat Partai Politik
Tingkat Provinsi Partai Politik Tingkat Provinsi
(Lampiran 2 Model F1-Parpol) Tanggal 2 Januari
2018

Daftar Susunan Pengurus Dan Alamat Partai Politik
Tingkat Kabupaten/Kota Paling Sedikit 75% Jumlah
Kabupaten/Kota (Formulir Lampiran 3 Model F1-
FPARPOL) Diantaranya:

. Aceh

. Sumatera Utara

. Sumatera Barat

. Riau

. Jambi

. Sumatera Selatan

. Bengkulu

. Lampung

O oo ~N O W s W N

. Kep. Bangka Belitung
10. Kep. Riau

11. Dki Jakarta

12.Jawa Barat

13.Jawa Tengah

14.Di Yogyakarta



15.Jawa Timur
16. Banten
17. Bali
18. Nusa Tenggara Barat
19. Nusa Tenggara Timur
20. Kalimantan Barat
21. Kalimantan Tengah
22. Kalimantan Selatan
23. Kalimantan Timur
24. Kalimantan Utara
25. Sulawesi Utara
26. Sulawesi Tengah
27. Sulawesi Selatan
28. Sulawesi Tenggara
29. Gorontalo
30. Sulawesi Barat
31. Maluku
32. Maluku Utara
33. Papua
34. Papua Barat
P-10 . Daftar Susunan Partai Politik Tingkat Kecamatan
(Formulir Lampiran 4 Model F1-PARPOL)
1. Aceh
1.1.Aceh Selatan
1.2. Aceh Timur
1.3.Aceh Tengah
1.4.Aceh Barat
1.5.Aceh Besar
1.6. Pidie
1.7.Aceh Utara

1.8. Simeulue

1.9. Bireuen

1.10. Aceh Java
1.11. Nagan Raya
1.12. Aceh Tamiang
1.13. Bener Meriah
1.14. Pidie Jaya



1.15. Kota Banda Aceh

1.18. Kota Sabang

1.17. Kota Lhokseumawe

1.18. Kota Langsa

1.19. Kota Subulussalam
2. Sumatera Utara

2.1. Tapanuii Tengah

2.2. Tapanuli Utara

2.3.Nias

2.4 Karo

2.5.Deli Serdang

2.6. Simalungun

2.7.Labuhanbatu

2.8. Toba Samosir

2.9.Mandailing Nata!

2.10. Nias Selatan

2.11. Serdang Bedagai

2.12. Batu Bara

2.13. Padang Lawas

2.14. Labuhanbatu Selatan

2.15. Labuhanbatu Utara

2.16. Nias Utara

2.17. Nias Barat

2.18. Kota Medan

2.19. Kota Pematang Siantar

2.20. Kota Sibolga

2.21. Kota Tanjung Balai

2.22. Kota Binjai

2.23. Kota Tebing Tinggi

2.24. Kota Padang Sidimpuan

2.25. Kota Gunung Sitoli

3. Sumatera Barat

3.1. Pesisir Selatan
3.2.5olok

3.3. Sijunjung

3.4. Tanah Datar

3.5.Padang Pariaman
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3.6. Agam
3.7.Lima Puluh Kota
3.8.Pasaman
3.9. Kepulauan Mentawai
3.10. Dharmasraya
3.11. Pasaman Barat
3.12. Kota Padang
3.13. Kota Solok
3.14. Kota Padang Panjang
3.15. Kota Bukittinggi
3.16. Kota Payakumbuh
3.17. Kota Pariaman

4. Riau
4.1. Kampar
4.2 indragiri Hulu
4.3. Bengkalis
4.4 indragiri Hilir
4.5 Pelalawan
4.6.Rokan Hilir
4.7.Siak _
4.8 Kuantan Singingi
4.9. Kepulauan Meranti
4.10. Kota Pekanbaru.
4.11. Kota Dumai

5. Jambi

5.1.Kerinci

5.2. Merangin

5.3. Sarolangun
5.4.Batanghari

5.5. Muaro Jambi

5.6. Tanjung Jabung Barat
3.7. Tanjung Jabung Timur
5.8.Bungo

589 Tebo

5.10. Kota Jambi

5.11. Kota Sungai Penuh

5. Sumatera Selatan



6.1. Ogan Komering Ulu

6.2. Ogan Komering llir

6.3. Muara Enim

6.4. Lahat

8.5. Musi Rawas

8.6. Musi Banyuasin

6.7. Banyuasin

6.8. Oku Timur

6.9. Oku Selatan

6.10. Ogan liir

6.11. Empat Lawang

6.12. Musi Rawas Utara

6.13. Kota Palembang

6.14. Kota Pagar Alam

6.15. Kota Lubuk Linggau

6.16. Kota Prabumulih
7. Bengkulu

7.1. Bengkulu Selatan

7.2.Rejang Lebong

7.3.Bengkulu Utara

7.4.Seluma

7.5. Muko Muko

7.6. Kepahiang

7.7.Bengkulu Tengah
7.8. Kota Bengkulu

8. Lampung
8.1. Lampung Selatan
8.2.Lampung Tengah
8.3.Lampung Utara
8.4. Lampung Barat
8.5. Tulang Bawang
8.6. Tanggamus
8.7.Lampung Timur
8.8.Way Kanan
8.9. Pringsewu
8.10. Mesuiji
8.11. Tulang Bawang Barat



8.

8.12. Pesisir Barat

8.13. Kota Bandar Lampung
Kepulauan Babel

9.1.Bangka

9.2 Belitung

9.3.Bangka Tengah

9.4, Bangka Barat
9.5.Belitung Timur

9.6. Kota Pangkal Pinang

10. Kepulauan Riau

11.

10.1. Bintan

10.2. Karimun

10.3. Lingga

10.4. Kepulauan Anambas
10.5. Kota Batam

10.6. Kota Tanjung Pinang
DKI Jakarta

11.1. Kepulauan Seribu
11.2. Kota Jakarta Pusat
11.3. Kota Jakarta Utara
11.4. Kota Jakarta Barat
11.5. Kota Jakarta Selatan
11.6. Kotz Jakarta Timur

12. Jawa Barat

12.1.Bogor

12.2. Sukabumi
12.3.Cianjur
12.4.Bandung
12.5. Garut

12.6. Tasikmalaya
12.7 . Ciamis
12.8.Kuningan
12.9.Cirebon
12.10. Majalengka
12.11. Sumedang
12.12. Indramayu
12.13. Subang
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12.14. Purwakaria
12.15. Karawang
12.16. Bekasi
12.17. Bandung Barat
12.18. Pangandaran
12.18. Kota Bogor
- 12.20. Kota Sukabumi
12.21. Kota Bandung
12.22. Kota Cirebon
12.23. Kota Bekasi
12.24. Kota Depok
12.25. Kota Cimahi
12.26. Kota Tasikmalaya
12.27. Kota Banjar
13. Jawa Tengah
13.1.Cilacap
13.2. Banyumas
13.3.Purbalingga
13.4.Banjarnegara
13.5. Kebumen
13.6. Purworejo
13.7. Wonosobo
13.8. Magelang
13.9. Boyolali
13.10. Klaten
13.11. Sukoharjo
13.12. Wonogiri
13.13. Karanganyar
13.14. Sragen
13.15. Grobogan
13.16. Blora
13.17. Rembang
13.18. Pati
13.19. Kudus
13.20. Jepara
13.21. Demak
13.22. Semarang




13.23. Temanggung
13.24. Kendal
13.25. Batang
13.26. Pekalongan
13.27. Pemalang
13.28. Tegal
13.29. Brebes
13.30. Kota Magelang
13.31. Kota Surakarta
13.32. Kota Salatiga
13.33. Kota Semarang
13.34. Kota Pekalongan
13.35. Kota Tegal
14. D!. Yogyakarta
14.1. Kulon Progo
14.2. Bantul
14.3. Gunung Kidul
14.4. Sleman
- 14.5. Kota Yogyakarta
15. Jawa Timur
15.1.Pacitan
15.2.Ponorogo
15.3. Trenggalek

15.4. Tulungagung
15.5.Blitar

15.6. Kediri

15.7. Malang

15.8. Lumajang
15.9. Jember
15.10. Banyuwangi |
15.11. Bondowoso
15.12. Situbondo
15.13. Probolinggo
15.14. Pasuruan
15.15. Sidoarjo
15.16. Mojokerto
15.17. Jombang



16.

17.

15.18. Nganjuk

15.19. Madiun

15.20. Magetan
15.21. Ngawi
15.22_Bojonegoro
15.23. Tuban

15.24. Lamongan
15.25. Gresik

15.26. Bangkalan
15.27. Sampang
15.28. Pamekasan
15.29. Sumenep
15.30. Kota Kediri
15.31. Kota Blitar
15.32. Kota Malang
15.33. Kota Probolinggo
15.34. Kota Pasuruan
15.35. Kota Mojokerio
15.36. Kota Madiun
15.37.Kota Surabaya
15.38. Kota Batu
Banten

16.1. Pandeglang
16.2. Tangerang
16.3. Serang

16.4. Kota Tangerang
16.5. Kota Cilegon
16.6. Kota Serang
16.7. Kota Tangeréng Selatan
Bali

17.1. Jembrana
17.2. Tabanan

17.3. Badung

17.4. Gianyar

17.5. Klungkung
17.6. Bangli

17.7. Karangasem
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18.

19.

20.

17.8. Buleleng

17.9. Kota Denpasar
NTB

18.1. Lombok Barat
18.2. Lombok Tengah
18.3. Lombok Timur
18.4. Sumbawa

18.5. Dompu

18.6. Bima

18.7. Lombck Utara
18.8. Kota Mataram
18.9. Kota Bima

NTT

18.1. Kupang

19.2. Timor Tengah Selatan
19.3. Timor Tengah Utara
19.4.Belu

19.5. Alor

19.6.Flores Timur
19.7.Sikka

19.8.Ende

19.9.Ngada

19.10. Manggarai
19.11. Sumba Timur
19.12. Sumba Barat
19.13. Lembata

19.14. Rote Ndao
19.15. Manggarai Barat
19.16. Nagekeo

19.17. Manggarai Timur
19.18. Malaka

19.19. Kota Kupang
Kaiima-ntan Barat
20.1.Sambas

20.2. Mempawah
20.3.Sanggau
20.4.Sintang
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21.

20.5. Kapuas Hulu
20.6.Bengkayang
20.7.Landak

20.8. Sekadau

20.9. Melawi

20.10. Kayong Utara
20.11. Kubu Raya
20.12. Kota Pontianak
20.13. Kota Singkawang
Kalimantan Tengah
21.1. Kotawaringin Barat
21.2. Kotawaringin Timur
21.3.Kapuas

21.4 Barito Selatan
21.5. Barito Utara
21.6.Katingan
21.7.Seruyan
21.8.Sukamara
21.9.Lamandau

21.10. Pulang Pisau
21.11. Kota Palangkaraya

22. Kalimantan Selatan

22.1. Tanah Laut

22.2. Kotabaru
22.3.Banjar

22.4 Barito Kuala

22.5. Tapin

22.6.Hulu Sungai Selatan
22.7 Hulu Sungai Tengah
22.8. Tabalong
22.9.Balangan

22.10. Kota Banjarmasin
22.11. Kota Banjarbaru

23. Kalimantan Timur

23.1. Paser
23.2. Kutai Kertanegara
22.3. Kutai Barat
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24.

25,

285.

23.4. Kutai Timur

23.5. Penajam Paser Utara
23.6. Mahakam Ulu

23.7. Kota Balikpapan
23.8. Kota Samarinda
Kalimantan Utara

24 1. Bulungan

24.2. Malinau

24.3. Nunukan

24.4. Tana Tidung
Sulawesi Utara

25.1. Bolaang Mongondow
25.2 Minghasa
25.3.Minahasa Selatan
254 Minahasa Utara
25.5.Minahasa Tenggara
25.6. Bolaang Mongondow Utara
25.7.Bolaang Mongondow Timur
25.6 Kota Manado

25.9. Kota Bitung

25.10. Kota Tomohon
25.11. Kota Kotamobagu
Sulawesi Tengah
26.1.Banggai

26.2.Poso

26.3.Donggala

26.4.Toli Toli

26.5.Buol

 28.6. Morowali

27.

26.7.Banggai Kepulauan
26.8.Parigl Moutong
26.9. Sigi

26.10. Banggai Laut
26.11. Morowali Utara
26.12. Kota Palu
Sulawesi Selatan

27 1. Kepulauan Selayar
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28.

29.

27 .2.Bulukumba
27.3.Jeneponto

27.4. Takalar
27.5.Gowa
27.6.Sinjal
27.7.Bone

27 .8.Maros
27.8.Pangkajene Kepulauan
27.10.Barru

27 .11.Soppeng
27.12. Wajo
27.13.Pinrang

27 .14 Enrekang
27.15. Luwu
27.16.Luwu Utara

27 17 Luwu Timur
27.18.Kota Makassar
27.19.Kota Pare Pare
27.20.Kota Palopo
Sulawesi Tenggara
28.1.Kolaka

28.2. Konawe
28.3.Muna
28.4.Buton

28.5. Konawe Selatan
28.6. Bombana

28.7. Wakatobi
28.8.Konawe Utara
28.9.Kolaka Timur
28.10. Konawe Kepulauan
28.11.Muna Barat
28.12.Kota Kendari
28.13.Kota Bau Bau
Gorontalo

29.1. Gorontalo
29.2. Bone Bolango
29.3. Pahuwato
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30.

31.

32.

33.

29.4. Gorontalo Uiara
29.5. Kota Gorontalo
Sulawesi Baratl
30.1.Mamuju Utara

30.2 Mamuju
30.3.Mamasa

30.4 Polewali Mandar
30.5.Majene
30.6.Mamuju Tengah
Maluku

31.1.Maluku Tengah
31.2. Maluku Tenggara
31.3.Buru

31.4, Seram Bagian Timur
21.5.Seram Bagian Barat
31.6. Kepulauan Aru
31.7.Maluku Barat Dava
31.8.Buru Selatan
31.9.Kota Ambon
31.10.Kota Tual

Maluku Utara
32.1.Halmahera Tengah
32.2.Halmahera Utara
32.3.Halmahera Selatan
32.4.Kepulauan Sula
32.5.Halmahera Timur
32.6.Pulau Morotal
32.7.Pulau Taliabu
32.8.Kota Ternate
32.9.Kota Tidore Kepulauan
Papua

33.1.Merauke

33.2. Jayawijaya

33.3. Jayapura
33.4.Nabire
33.5.Kepulauan Yapen
33.6. Biak Numfor

21



33.7.Puncak Jaya
33.8.Paniai
33.9. Mimika
33.10. Sarmi
33.11. Keerom
33.12. Pegunungan Bintang
33.13. Yahukimo
33.14. Tolikara
33.15. Waropen
33.16. Boven Digoel
33.17. Mapp!
33.18. Asmat
33.19. Supiori
33.20. Yalimo
33.21. Lanny Java
33.22. Nduga
33.23. Puncak
33.24. Dogiyai
33.25. Intan Jaya
33.26. Deiyai
33.27. Kota Jayapura

34, Papua Barat
34.1.Sorong
34.2 Manokwari
34 .3.Fak Fak

- 34.4.Raja Ampat
34.5. Teluk Bintuni
34.6. Teluk Wondama
34.7 Kaimana
34.8. Maybrat
34.9. Manokwari Selatan
34.10. Pegunungan Arfak
34.11. Kota Sorong
P-11 © Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Untuk

Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Dari
Camat Atau Lurah/Kepala Desa Atau Sebutan Lain
1. DPW Papua Barat
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P-12 . Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Untuk
Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota
Dari Camat Atau Lurah/Kepala Desa Atau Sebutan
Lain
1. DPD Kab. Lima Puluh Kota
No: 423/SKD/WN-SLM/2017
Tgl: 25 Maret 2017
Ttd: Andes Siata

2. DPD Kab. Indragin Hilir
No: 211/SK-DP/XI/2017
Tgl: 20 November 2017
Ttd: Bustamin, SE

3. DPD Kab. Karimun
No: 474/400/KPLG/IX/2017
Tgl: 29 September 2017
Tid: Nuraini

4. DPD Kab. Lingga
No: 937/KET-Xi1/12017
Tgi: 27 Desember 2017
Ttd: Jufri, S.IP

5. DPD Kab. Kepulauan Anambas
No : 176/PMD.KS/08.17
Tgl : 20 Agustus 2017
Ttd: ling Sumindar, S.IP

6. DPD Kab. Brebes
No: 045.2/7498/Xi1/2017
Tgl: 08 Desember 2017
Ttd: Isa Ansori, SH

7. DPD Kota Surakarta
No: 510/112
Tgl: 10 Oktober 2017
Tid: Marsonc, SH

8. DPD Kota Salatiga
No: 401/289/2017
Tgl: 19 Oktober 2017
Ttd: Wardi, S. Sos

9. DPD Kab. Pacitan
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No: 464.2/001408.64/1001/2017
Tgl: 10 Oktober 2017
Ttd: Suharyanto, SH. MM
10.DPD Kab. Ponorogo
No: 465/433/405.32.18.11/2017
Tal: 20 November 2017
Ttd: Slamet Suryani
11.DPD Kab. Trenggalek
No: 470/478/35.30.10.2009/2017
Tgi: 22 Oktober 2017
Ttd: Jaelani
12.DPD Kab. Pasuruan
No: 470/82/424.311.1.02/10/2017
Tgl: 08 September 2017
Ttd: Suwarno, S.Pd
13.DPD Kab. Sidoarjo
No : 145/482/404.7.1.4/2017
Tgl : 09 Oktober 2017
14.DPD Kab. Nganjuk
No: 145/474/452.7.1.4/2017
Tgl: 18 Agustus 2017
Ttd: Sutrisno
15.DPD Kab. Bojonegoro -
No: 470/301/10/2017
Tgl: 16 Oktober 2017
Ttd: H. Mardi
16.DPD Kab. Tuban
No: 470/352/414.413.02/2017
Tgi: 05 Oktober 2017
Ttd: Drs. Atmadj!
17.DPD Kab. Lamongan
No : 470/989/413.408/2017
Tgl: 11 Oktober 2017
Ttd: Sumardi SH. MM
18.DPD Kab. Gresik
 No: 470/234/414.02/2017
Tgl: 08 Agustus 2017
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Ttd: H. Kasmudji, S.Pd.i

19.DPD Kab. Sampang

No: 470/95/434 503 .17/2017
Tgl: 03 Aprii 2017
Tid: Abd. Hadi Purnomo

20.DPD Kab. Sumenep

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

No: 470/95/434.503.17/2017
Tgl: 25 Agustus 2017

Ttd: Imam

DPD Kab. Madiun

No: 145/474/452.7.1.4/2017
Tgl: 18 Agustus 2017

Ttd: Suradi

DPD Kota Blitar

No: 470/78/410.300.2.012017
Tgl: 11 Oktober 2017

Ttd: Rusli Effendi, S.Sos
DPD Kota Pasuruan

No: 474/595/423.402.3/2017
Tgl: 29 Agustus 2017

Tid: Djoko Suianto

DPD Kota Batu

No: 470/1062/422.310.4/2017
Tgl: 15 Oktober 2017

Tid: Untung Suryadi

DPD Kab. Buleleng

No: 100/1099/1X/2017

Tgl: 08 September 2017
Tid: Gusti Putu Armada, AK
DPD Kota Denpasar

No: 864/VI11/2017

Tgl: 28 Agustus 2017

Tid: | Gusti Made Wira Namiarta, SH
DPD Kota Mataram

No: 298/PGTB/X/2017

Tg!l: 186 Oktober 2017

Tid: Drs. Nasrullah AM
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

DPD Kab. Manggarai Timur
No: 100/1099/1X/2017

Tgl: 15 September 2017

Ttd: Gregorius Hadir

DPD Kab. Bolaang Mongondow
No: 415/SK/IDMKT/1V/2017

Tgl: 10 Agustus 2017

Ttd: Drs. Abdul Harisbambela, M.Si
DPD Kab. Gorontalo

No: 474.4/K.BOL/388/1V/2017
Tgl: 04 Oktober 2017

Ttd: Ricky Indrajaya Uno, SE
DPD Kab. Ngawi

No: 145/474/452.7.1.4/2017
Tgi: 05 Oktober 2017

Tid: Didik Prasetyo

DPD Kab. Maluku Tengah

No: 470/11/KnfX/2017

Tgl: 11 Oktober 2017

Tid: J. Siahaya, S. Sos

DPD Kab. Maluku Tenggara
No: 474.4/122/SK-DS/KOW/X/2017
Tgh 13 Oktober 2017

Ttd: A. Rettobjaan

DPD Kab. Seram Bagian Timur
No: 474.4/763/X/2017

Tgl: 14 Oktober 2017

Ttd: Ramli Kaikan

DPD Kab. Seram Bagian Barat
No: 140/101/ENI/2017

Tgl: 17 Juli 2017

Ttd: H. Tuhuteru

DPD Kab. Kepulauan Aru

No: 210/4277

Tgt: 07 Desember 2017

Ttd: Indrayani Goulap. S.1P
DPD Kab. Maluku Barat Daya
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38.

39.

40.

41,

42.

43,

44,

45.

46.

No: 140/237/KT/X/2017

Tgl: 10 Cktober 2017

Ttd: Marthen Okor Davidz, 5.50s
DPD Kota Tual

No: 516/26/101/X/2017

Tgl: 14 Oktober 2017

Tid: Andreas Rafra, SH

DPD Kab. Yahukimo

No: 04/13/14/2017/Partai Republik
Tgl: 12 Desember 2017

Ttd: Marten Kobak

DPD Kab. Scrong

No: 210/459/2017

Tgl:18 Oktober 2017

Tid: Jamaluddin, M.A

DPB Kab. Manokwari

No: 401/27/2017

Tgl: 16 Oktober 2017

Ttd: Toni Tibori, SE

DPD Kab. Teluk Wondama

No: 138/355/2017

Tgl: 30 September 2017

Titd: Anthonius A Marani, S.IP
DPD Kab. Fakfak

No: 474/58/Kfu/2017

Tal: 18 September 2017

Ttd: Ahmad Namudat, S.iP

DPD Kab. Maybrat

No : 200/SK-DK/DIS-AFT/XI/2017
Tg!: 30 November 2017

Tid: Nataniel Wafom, S.50s
DPD Kab. Manokwari Selatan
No: 243/SKBP/DISRAN/Mansel/ 2017
Tgl: 15 Agustus 2017

Tid: Leo Naftali Sayori, S.1P
DPD Kab. Pegunungan Arfak
No: 23/09/PGF/2017
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Tgl: 23 September 2017

Ttd: Alex Kowi
47. DPD Kota Sorong

No: 210/304/MLB-SRGM/2017

Tgl: 21 Maret 2017

Ttd: Abdul Latif H. Syawal S.50s

P-13  : Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Mengenai
Status Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Pusat,
Provinsi, Dan Kabupaten / Kota (Formulir Model F4-
PARPOL)
1. Kota Jakarta Pusat.
Tanggal, 12 Desember 2017.

2. Kota Jakarta Utara.
Tanggal, 12 Desember 2017.

3. Kota Jakarta Barat.
Tanggal, 12 Desember 2017.

4. Kota Jakarta Timur.
Tanggal, 12 Desember 2017.

5. Kabupaten Polewali Mandar,
Tanggal, 08 Desember 2017

P.14 - Salinan Bukti Kepemilikan Nomor Rekening Atas
Nama Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi, Dan
Kabupaten/Kota
1. DPD Kota Dumai

2.  DPD Kabupaten Mukomuko

3. DPD Kabupaten Lingga

4. DPD Kabupaten Anambas

5. DPD Kabupaten Jembrana

6. DPD Kabupaten Tabanan

7. DPD Kabupaten Badung

8. DPD Kabupaten Gianyar

9. DPD Kabupaten Klungkung

10. DPD Kabupaten Bangh

11. DPD Kabupaten Karangasem
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12. DPD Kabupaten Buleleng

13. DPD Kabupaten Denpasar

14. DPD Kabupaten Sumbawa

15. DPD Kabupaten Bolaang Mongondow
16. DPD Kabupaten Maluku Tengah

17. DPD Kabupaten Seram Bagian Barat
18. DPD Kabupaten Kepulauan Aru

19. DPD Kabupaten Maluku Barat Daya
20. DPD Kota Tual

21. DPD Kabupaten Sorong

22. DPD Kabupaten Teluk Wondama

23. DPD Kabupaten Kaimana

24. DPD Kabupaten Mavbrat

25. DPD Kabupaten Manokwari Selatan
26. DPD Kabupaten Pegunungan Arfak
27. DPD Kota Sorong

P-15 ' Flashdisk
P-16 : Sample KTP, KTA dan Lampiran 2 Mecdel F2 HP
Parpol

Provinsi Aceh

1. Kabupaten Bireuen
2. Kota Langsa

3. Pulau Morotai

4. Kota Cirebon

5. Kepulauan Seribu

Kesimpulan dan Petitum Pemohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, pemoohon
menyampaikan kesimulan dan petitum dalam persidangan,

sebagai berkut:

a. Kesimpulan
1. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti dan fakta bahwa Termohon
telah memberikan putusan Berita Acara Nomor
79/PL.01.1-BAJO3/KPU/X1/2017 dan dalam hal ini kami
menolak dan juga semua Dalil-dalil yang telah di sampaikan

cleh Termohon.
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Bahwa, Fakia di dalam persidangan Termohon mengakui
komposisi dokumen kelengkapan sebagal persyaratan
pemilu dengan ketentuan Undang-undang Pemilu No. 7
Tahun 2017 pada pasal 173 Ayat, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
Tentang kelengkapan dokumen syarat pendaftaran. Bukti
pendaftaran : TT.KPU-PARPOL dari Termohon. Dengan di
tandatangani oleh petugas KPU serta di  bumbui

tandatangan dan cap basah KPU RI.

Halmana tercantum dokumen vyang di serahkan oleh

Pemohon adalah sebagai berikut :

Berstatus badan Hukum Partai Republik, memiliki
kepengurusan 100% di tingkat Provinsi; di seluruh
Indonesia, memiliki kepengurusan paling sedikit 75%
jumiah daerah kabupaten/kota, memiliki 50% jumlah
kepengurusan di tingkat kecamatan di daerah
kabupaten/kota, menyertakan  30%  keterwakilan
perempuan pada kepengurusan partai di tingkat Pusat dan
memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di Provinsi,
memiliki 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk
pada kepengurusan partai politik di kabupeten/ kota dengan
dibuktikan dengan Tanda Anggota dan Nomor Induk

Kependudukan atau surat keterangan.

Memiliki Kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat
Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang sampai akhir
tahapan Pemilu. Telah mengajukan nama, lambang dan
tanda gambar Partai Politik sesuai dengan ketentuan UU.
Menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Republik
dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta
menyerahkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai
Repubik.

Bahwa, Keputusan Bawaslu RI
No.CO7/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 menyebutkan aturan
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kewsajiban menggunakan SIPOL yang tidak didasari dan
tidak bersumber pada UU Pemilu, dinilai tidak ada
hubungan logis hirarki antara norma Pasal 13 PKPU Nomor
11 Tahun 2017 dengan norma Pasa! 176 ayat 2 UU Nomor
7 Tahun 2017 (UU Pemilu) sehingga dalam hal ini
menimbulkan pertentangan antara Pasal 13 Ayat 1 PKPU
Nomor 11 Tahun 2017 dengan norma dalam pasal 176 ayat
2 UU Pemilu.

Menggunakan prinsip degorasi, adanya Kkeharusan
menolak aturan yang lebih rendah yang bertentangan
dengan aturan yang lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini
Bawaslu RI lebih mengutamakan pendaftaran
menggunakan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum
dan Sekretaris Jenderal partai politk. Dalam hal ini

merupakan surat fisik.

Dengan demikian, Bawaslu memerintahkan KPU uniuk
memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran dengan
menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan pasal
176 dan pasal 177 UU Pemilu.

Bahwa, Termohon mengajukan jawaban dengan  No.
27/PY101.1-SD/03/KPU//2018 Pada tenggang wakiu
sesual Keputusan KPU No.205/ HK.03.1-KPU/X1/2-18
Permchonan di  berikan waktu kesempatan untuk
melakukan perbaikan administrasi dokumen persyaratan
mulai Tanggal 2 sampai 15 Desember 2017 adalah benar
Pemohon mengajukan perbaikan data
administrasipadaTanggal 15 Desember 2017 jam 14.00
WiBsampaiselesaijjam 00, yang ditentukan KPU RI
Namun, ketika kami selesai pengecekan cek list dan di
tandatangi oleh petugas KPU dan saat kami kembali ke
kantor DPP Republik ternyata belum di cap basah dan hal
ini kami kembali ke KPU Rl jam 03.50 untuk dapat cap

basahnya.
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Dalam ketentuan KPU secara implisit atau secara
tersirat hanva menerima - berbagai jenis dokumen
persyaratan dari partai politik sebagaimana di tetapkan
dalam huruf ‘2’ sampai huruf ‘h’ Pasal 177 UUPemilu.
Tugas KPU ini -di pertegas dalam Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No : 11 Tahun 2017
tentang pendftaran menyatakan “ tidak memberikan
wewenang kepada KPU untuk tidak menerima
pendaftaran tatkala partai politik telah mengajukan surat
pendaftaran disertai dengan dokumen persyaratan
pendaftaran menurut kententuan Pasal 177 dan Pasal
178 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan “.KPU
melakukanpenelitian  administrasi dan  penetapan
keabszhan persyaratan sebagaimana di maksud dalam
Pasal 178 Ayat (1) UU Pemilu No 7 tahun 2017.

k. Petitum
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Berita Acara Hasil Akhir Penelitian
Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon
Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomer:  92/PL.01.1-
BA/O3/KPU/X11/2017 tanggal 22 Desember 2017,

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Berita

Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi  Dokumen

Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember
2017;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Berita
Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi  Dokumen
Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
yang menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk lanjut
pada tahap verifikasi faktual dan dikut sertakan sebagai

perserta Pemilu 2019,
Atau:

Apabila Bawaslu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-
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adiinya (ex aequo et bono).

2 Jawaban Termohon
Bahwa atas Permchonan Pemohon, Termohon telah mengajukan dan
membacakan Jawabannya tertanggal 8 Januari 2018 sebagai berikut:
a. Uraian jawaban

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dall  Pemohon
sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, kecuali
hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon
dalam uraian jawaban ini.

2. Bzhwa setelah membaca dan mencermati secara seksama
pokok permohonan Pemohon, pada intinya Termohon
berpendapat bahwa permohonan yang diajukan berkaitan
dengan hal-hal sebagai berikut:

a Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Hasil Akhir
Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partal Politik
Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor:
92/PL.01.1-BA/O3/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017
yang menyatakan bahwa Termohon tidak dapat melanjutkan
ke tahap verifikasi faktual.

b Keputusan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Berita
Acara tersebut huruf a bertentangan dengan fakta yang telah
Termohon verifikasi sendiri yang menyatakan bahwa
Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana

tanda bukii penerimaan hasil perbaikan dokumen pendaftaran

Partai Politik Calon Peserta Pemilu
Tahun 2019 (Formulir Mode! TT.HP KPU-PARPOL).

3. Bahwa dalil-dalil yang Pemohon ajukan sangat lemah, terhadap
dalil-dalil sebagaimana angka 2, Pemohon tidak menyertakan
bukti-bukti yang memadai guna menguatkan dalil-dalil
permohonan Pemohon. Jauh panggang dari api, apa vyang
disampaikan Pemohon menjadi tidak lebih dari sekedar tuduhan
tanpa disertai objektivitas dan jauh dari nilai kebenaran.

4. Bahwa permohonan Pemohon pada alasan-alasan Pemghonan
sama sekali tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang

pelanggaran administrasi menyangkut tata cara dan prosedur
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pendaftaran partai politik yang dilakukan oleh Termohen dengan

tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik yang benar

menurut Pemohon

Bahwa Putusan Bawaslu RI Nomor:

007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 vang dibacakan secara

terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15

November 2017 (Bukti T-1), amar putusannya berbunyi:

(1) Menyatakan Komisi Pemilihan  Umum melakukan
pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur
pendaftaran Partai Politik;

(2) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk
memperbaiki tata cara dan prosedur pendeaftaran Partai
Republik dengan menerima dokumen pendaftaran sesuafl
ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017;

(3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum uniuk
melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
persyaratan pendaftaran Partai Republik secara fisik;

(4) Memerintahkan  Komisi  Pemilihan Umum  untuk
menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) har kerja
sejak putusan ini dibacakan’.

Bahwa sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Ri sebagaimana

angka 5, KPU RI segera menerbitkan seperangkat produk

hukum dan kebijakan sebagai berikut:
= Surat KPU RI Nomor: 699/PL.01.1-SD/O3/KPU/XI/2017
tangga! 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan
Bawaslu Rl Nomor: 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 {Bukti
T-2); dan

b Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X1/2017
tanggal 18 November 2017 tentang Taia Cara Pendaftaran
dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon
Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan
Pengawas Pemilu Republik indonesia {Bukti T-3).

Bahwa dalam diktum KEDUA s.d. diktum KEDELAPAN

Keputusan KPU R! Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/ KPU/XI/2017

pada pokoknya menetapkan:

a. Pemohon wajib mengajukan surat pendaftaran disertai
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dokumen persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

b. .Pemohon wajib menyerahkan dokumen persyaratan partai
politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 dalam bentuk asli dan/atau salinan
yang telah dilegalisasi oleh Pimpinan Partai Politk atau
instansi yang berwenang.

c. Pemchon wajib menyerahkan surat pendaftaran dan surat
pernyataan beserta lampirannya yang ditandatangani
asli/basah oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau
sebutan lain dengan menggunakan formulir sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.

d. Komisi Pemilihan Umum menerima dan memeriksa secara
fisik surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta
lampirannya serta dokumen  persyaratan dengan
memberikan tanda terima kepada petugas penghubung
partai politik yang telah memperoleh mandat dari Dewan
Pimpinan Pusat Partai Politik.

e  Pemchon ietap melanjutkan input salinan  surat
pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya
serta dokumen persyaratan ke dalam Sipol sejak

diterimanya user admin dari Komisi Pemilihan Umum

sampai dengan tanggal 22 November 2017 pukul 24.00
wiB. |

f  Pemohon menyerahkan surat pendaftaran dan surat
pernyataan  beserta  lampirannya serta  dokumen
persyaratan pada tanggal 20 November 2017 pukul 08.00
s.d. 16.00 WIB di Kantor Termohon.

g. Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota
menyerahkan data keanggotaan partai politik kepada
KPUJKIP Kabupaten/Kota mulai tanggal 20 November s.d.
22 November 2017, pada tanggal 20 November s.d. 21
November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 16.00
wakiu setempat dan pada tanggal 22 November 2017
dilaksanakan mulai puku! 08.00 s.d. 24.00 waktu setempat.

8. Bahwa Keputusan KPU Rl Nomor 205/HK.03.1-
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Kpt/O3/KPU/XI/2017 mengatur tata cara pendaftaran dan

pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta

pemilu tahun 2019 pasca putusan Bawaslu dan tahapan serta

waktu pendaftaran, penelitian administrasi

verifikasi fakiual.

hingga tahap

9. Bahwa tahapan dan waktu pendaftaran hingga penelitian

administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 adalah

sebagai berikut:

NO | PROGRAM/KEGIATAN

JADWAL

AWAL

AKHIR

1. Pendaftaran partail politik
dan penyerahan syarat

pendaftaran

a. Pendaftaran Partai
Politik dan
penyerahan syarat
pendaftaran oleh
partai politik kepada
KPU

20 November
2017

20 November
2017

b. Penerimaan salinan
bukti keanggotaan
Partai Politkk oleh

20 November
2017

22 November
2017

KPU/KIP
Kabupaten/Kota
2. Penelitian administrasi 21 November | 30 November
oleh KPU dan KPU/KIP 2017 2017
Kabupaten/Kota
3. Penyampaian hasil 30 November 1 Desember
penelitian Administrasi 2017 2017

B. Perbaikan administras!

oleh partai politik

2 Desember
2017

15 Desember
2017

7. Penelitian administrasi

hasil perbaikan

18 Desember
2017

22 Desember
2017
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10.

11.

Penyampaian hasil
penelitian administrasi

perbaikan kepada:

a. KPU Provinsi/KIP | 23 Desember | 24 Desember
Aceh dan KPU/KIP 2017 2017
Kabupaten/Kota

b. Pimpinan partai politik | 23 Desember | 24 Desember
tingkat pusat 2017 2017

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 205/HK.03.1-
Kpt/03/KPUMXI/2017, Pemohon diberi  kesempatan untuk
kembali mendaftar sebagai Peserta Pemilu 2019 dengan
menyerahkan dokumen persyaratan pada tanggal 20
November 2017 dan menyerahkan syarat keanggotaan mulai
tanggal 20 s.d. 22 November 2017,

Bahwa untuk menindakianjuti putusan bawasiu, Termohon
melaksanakan peneliian administrasi terhadap kelengkapan
dokumen persyaratan yang diserahkan Pemohon. Dengan
demikian, setelah Pemohon mendaftar kembali pada tanggal 20
November 2017 (Bukti T-4) dan menerima Tanda Bukti
Penerimaan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta
Pemilu Tahun 2019/Formulir MODEL TT.KPU-PARPOL (Bukti
T-5), selanjutnya dilakukan penelitian administrasi terhadap
dokumen persyaratan yang diserahkan Pemohon sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. ketentuan Pasal 21
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana penelitian
administrasi meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan
keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan Pemohon
sesual dengan ketentuan Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 fentang Pemilihan
Umum Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pariai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
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